
 

 

 

BUPATI  MADIUN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN  BUPATI   MADIUN 

NOMOR 13 TAHUN 2023 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MADIUN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MADIUN, 

 

Menimbang   : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan 

Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Madiun sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun  

2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Madiun, perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Madiun dengan Peraturan 

Bupati; 

    

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur  sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1965  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

 

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 

2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 62, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6477); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 176); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 

tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 1539); 

 

 

 



-  4  - 
 

Kepala Bagian Organisasi  

Kepala Baian Hukum  

 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem 

Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan 

Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 181); 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan 

Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 54); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun 

Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 

2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2023 

Nomor 2). 

 MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN 

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH. 

 BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 Pasal  1 

 

                                          Dalam Peraturan  Bupati ini  yang dimaksud dengan: 

 1. Kabupaten adalah Kabupaten Madiun. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Madiun. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 
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4. Bupati adalah Bupati Madiun.  

5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Madiun. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Madiun. 

7. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati 

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya 

disebut BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk 

melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di 

Kabupaten Madiun. 

9. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Madiun. 

10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 

mengancam dan menganggu kehidupan dan penghidupan 

masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan 

atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan 

lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. 

11. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian 

upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang 

beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, 

tanggap darurat dan rehabilitasi. 

12. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan 

yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau 

mengurangi ancaman bencana. 

13. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 

sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi 

ancaman bencana. 

14. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko 

bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun 

penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi 

ancaman bencana. 
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15. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang 

dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk 

menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi 

kegiatan penyelematan dan evakuasi korban, harta benda, 

pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan 

pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan 

sarana. 

16. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek 

pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang 

memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama 

untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek 

pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca 

bencana. 

17. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana 

dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik 

pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan 

sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan 

perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan 

ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam 

segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca 

bencana. 

18. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk 

mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup 

yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali 

kelembagaan prasarana dan sarana dengan melakukan 

kegiatan upaya rehabilitasi. 

19. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang 

dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko 

bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana 

maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. 

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 

Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 
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21. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

22. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan 

fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang 

jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok 

sesuai keahliannya. 

23. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar 

Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai 

dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 BAB  II 

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 2 

 (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah unsur 

pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanggulangan 

bencana yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan 

pasca bencana. 

(2) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD yang 

dijabat secara rangkap (ex-officio) oleh Sekretaris Daerah. 

(3) BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggung  jawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. 

 Pasal 3 

 

 (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri atas: 

a. Kepala Pelaksana; 

b. Sekretariat; 

c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; 

d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;  

e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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 (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana 

 (3) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. 

 (4) 

 

Bagan Struktur Organisasi BPBD sebagaimana tercantum 

pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan 

Peraturan Bupati ini. 

 

 BAB  III 

TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Kepala Pelaksana 

Pasal 4 

 

 (1) BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai 

tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang penanggulangan bencana daerah yang 

meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca 

bencana serta menjalankan tugas dan fungsi Kepala BPBD 

sehari-hari. 

 (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Kepala Pelaksana BPBD mempunyai fungsi: 

a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana dan 

penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, 

efektif, dan efisien; 

b. penyelenggaraan administrasi ketatausahaan, keuangan, 

kepegawaian dan perlengkapan; 

c. penyelenggaraan dukungan teknis, administratif dan 

operasional Pelaksanaan Penanggulangan Bencana; 

d. pelaksanaan koordinasi kegiatan penanggulangan bencana 

secara terencana, terpadu dan menyeluruh; 

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan 

tugas penanggulangan bencana; dan 

f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

BPBD sesuai dengan bidang tugasnya. 
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 Bagian Kedua  

Sekretariat 

Pasal 5 

 

 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

huruf b, mempunyai tugas mengelola administrasi umum, 

kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, 

hukum, kelembagaan, hubungan masyarakat dan tugas-tugas 

lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD. 

 (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada              

ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi: 

a. pelaksanaan mengelola urusan rumah tangga, 

perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan serta 

pengelolaan, perbaikan, perawatan sarana dan prasarana 

kantor; 

b. pelaksanaan pengoordinasian urusan kepegawaian dan 

upaya peningkatan kemampuan serta kesejahteraan 

pegawai; 

c. pelaksanaan mengelola tata usaha keuangan, anggaran 

rutin dan anggaran pembangunan, laporan 

pertanggungjawaban serta pembayaran gaji dan 

pembayaran lainnya; 

d. penyusunan program dan akuntabilitas laporan; 

e. pelaksanaan memelihara kebersihan kantor, tugas 

keprotokolan dan perjalanan dinas; 

f. pengelolaan produk hukum dan perundang-undangan; 

g. pelaksanaan tugas-tugas hubungan masyarakat; 

h. pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada Kepala 

Pelaksana Penanggulangan Bencana dan semua karyawan 

di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan 

tugas; dan 

j. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Pelaksana Penanggulangan Bencana sesuai dengan bidang 

tugasnya. 
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 Bagian Ketiga  

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan 

Pasal 6 

 

 (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c,  mempunyai tugas membantu 

Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan 

melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan 

kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan 

masyarakat. 

 

 (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, mempunyai 

fungsi: 

a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan 

kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan 

masyarakat; 

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana 

serta pemberdayaan masyarakat; 

c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga 

terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan 

pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; 

d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang 

pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan 

kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan 

masyarakat; 

e. pelaksanaan kegiatan yang berhubungan pencegahan dan 

pemadaman kebakaran; 

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 

tugas pada Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan 

g. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Pelaksana Penanggulangan Bencana sesuai dengan bidang 

tugasnya. 
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Bagian Keempat  

Seksi Kedaruratan dan Logistik 

Pasal 7 

 

 (1) Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu 

Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan 

melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat 

tanggap darurat dan dukungan logistik.  

 

 (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi: 

a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana 

pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan 

dukungan logistik; 

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, 

penanganan pengungsi dan dukungan logistik; 

c. penyelenggaraan koordinasi penanggulangan bencana pada 

saat tanggap darurat; 

d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan 

bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi 

dan dukungan logistik; 

e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang 

pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana 

pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan 

dukungan logistik; 

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 

tugas pada Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan 

g. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Pelaksana Penanggulangan Bencana sesuai dengan bidang 

tugasnya. 
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Bagian Kelima 

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi  

Pasal 8 

 

 (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas 

membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan 

melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana 

pada pasca bencana.  

 

 (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai 

fungsi: 

a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana 

pada pasca bencana; 

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

penanggulangan bencana pada pasca bencana; 

c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan 

bencana pada pasca bencana; 

d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang 

pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana 

pada pasca bencana; 

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 

tugas pada Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan 

f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Pelaksana Penanggulangan Bencana sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

   

 BAB  IV 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 9 

 

 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga 

dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai 

kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 

 (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional 

senior yang diangkat oleh Bupati. 
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 (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh 

Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

 BAB  V 

TATA KERJA 

Pasal 10 

  

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan funginya, Kepala 

Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala 

Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan 

prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam 

lingkungan masing – masing maupun antar satuan organisasi 

di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar 

Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-

masing. 

(2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya 

masing - masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil 

langkah - langkah yang diperlukan. 

(3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab 

memimpin dan mengoordinasi bawahan masing - masing dan 

memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas 

bawahannya. 

(4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan 

mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya 

masing–masing serta menyampaikan laporan berkala tepat 

waktu. 

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi 

dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai 

bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk 

memberikan petunjuk kepada bawahannya.  

(6) Dalam menyampaikan laporan masing - masing kepada atasan, 

tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan 

organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan 

kerja. 
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BAB VI 

PENGISIAN JABATAN 

Pasal 11 

 

(1) Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari 

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul 

Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Perangkat Daerah diisi oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan 

pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas 

pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan 

kompetensi: 

a. teknis; 

b. manajerial; dan 

c. sosial kultural. 

(4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), Pegawai Aparatur Sipil negara yang menduduki 

jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi 

pemerintahan. 

(5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 

a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan 

teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang 

dibuktikan dengan sertifikasi. 

(6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural 

atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan. 

(7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan 

masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya 

sehingga memiliki wawasan kebangsaan. 
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(8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

antara lain kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan 

yang terkait dengan kebijakan desentralisasi, hubungan 

Pemerintah Pusat dengan daerah, pemerintahan umum, 

pengelolaan keuangan daerah, urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah, hubungan Pemerintah Kabupaten 

dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, serta 

etika pemerintahan. 

(9) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 

ditetapkan sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

  

BAB  VII 

KETENTUAN PERALIHAN  

 

Pasal  12 

 

(1) Pejabat yang ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini 

diundangkan tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan 

tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru 

berdasarkan Peraturan Bupati ini. 

(2) Pejabat yang baru berdasarkan peraturan bupati ini 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling akhir 

pada tanggal 31 Agustus 2023. 

 

BAB  VIII 

KETENTUAN PENUTUP  

  

Pasal 13 

 

 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati 

Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Madiun (Berita Daerah Kabupaten 

Madiun Tahun 2011  Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 
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Pasal 14 

 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan 

Paling akhir pada tanggal 31 Agustus 2023. 

 

 Pasal  15 

  

 Peraturan  Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten  Madiun. 

 

  Ditetapkan di Caruban 

  pada tanggal 15 Maret 2023       

   
  BUPATI  MADIUN, 

  

          ttd. 

                AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO 

Diundangkan di Caruban 

pada tanggal 15 Maret 2023 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MADIUN, 

               ttd. 

TONTRO PAHLAWANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2023 NOMOR 15 

Salinan sesuai dengan aslinya 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat 

elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE),  
Badan Siber dan Sandi Negara 
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LAMPIRAN 

PERATURAN BUPATI MADIUN  

NOMOR 13 TAHUN 2023 

TENTANG  

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA 
BADAN PENANGGULANGAN 

BENCANA DAERAH KABUPATEN 
MADIUN 

 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MADIUN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUPATI  MADIUN, 

                           ttd. 

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

KEPALA BADAN 
 

 
SEKRETARIAT 

SEKSI 

KEDARURATAN DAN 

LOGISTIK 

SEKSI 

PENCEGAHAN DAN 

KESIAPSIAGAAN 

SEKSI 

REHABILITASI DAN 
REKRONTRUKSI 

KELOMPOK ABATAN 

FUNGSIONAL 
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